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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam 

membina anak sebagai pelaku pelecehan seksual dikatakan 

sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sangat 

mengedepankan hak-hak anak sesuai dengan Pasal yang ada 

pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Anak, namun hal tersebut belum dapat 

dikatakan optimal karena adanya beberapa kendala. Balai 

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja melaksanakan 

terapi psikososial yang mencakup bimbingan mental dan 

spiritual, termasuk konseling individu dan kelompok, dengan 

tujuan untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, konatif, 

dan sosial, serta mendorong perubahan sikap dan perilaku 

menjadi lebih adaptif. Terapi mental dan spiritual melibatkan 

pemahaman dasar-dasar keagamaan, etika kepribadian, dan 

kedisiplinan untuk memperkuat sikap, karakter, dan nilai 

spiritual ABH. Selain itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan 
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vokasional dirancang untuk mengembangkan minat dan bakat 

serta mempersiapkan kemandirian ABH di masa depan melalui 

keterampilan kerja atau magang. 

2. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja menghadapi 

sejumlah kendala yang signifikan dalam menjalankan 

fungsinya. Kendala-kendala ini dapat dikelompokkan menjadi 

tiga kategori utama: 

a) Kurangnya Pekerja Sosial  

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja 

kekurangan tenaga pekerja sosial yang profesional dan 

berpendidikan khusus di bidang kesejahteraan sosial. 

Sebagian besar pegawai hanya memiliki latar belakang 

pendidikan SMA atau tidak relevan dengan pekerjaan 

sosial, sehingga menghambat penanganan kasus anak 

berhadapan dengan hukum (ABH) dengan efektif, 

terutama dalam mendampingi ABH selama proses 

persidangan. 

b) Keterbatasan Sarana dan Prasarana 

Fasilitas di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial 

Remaja tidak memadai dan tidak sesuai dengan standar 

yang ditetapkan oleh peraturan kementerian sosial. 

Keterbatasan ini meliputi tidak adanya asrama pemisah 
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antara pelaku dan korban, serta kekurangan alat musik 

dan peralatan untuk kegiatan kerajinan tangan. 

c) Kurangnya Sosialisasi 

Kurangnya upaya sosialisasi tentang kegiatan dan 

peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial 

Remaja mengakibatkan rendahnya pemahaman 

masyarakat terhadap program rehabilitasi ABH. 

Akibatnya, anak-anak yang kembali ke masyarakat 

sering kali menghadapi stigma negatif dan penolakan, 

yang dapat memperburuk perilaku mereka dan 

menghambat reintegrasi sosial. 

B. Saran 

Setelah dilakukan penelitian tentang Pembinaan Anak sebagai 

Pelaku di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) 

Yogyakarta, terdapat beberapa saran yang peneliti rangkum untuk 

selanjutnya dilakukan kembali penelitian yang lebih baik, sebagai 

berikut: 

1. Para pegawai diharapkan lebih mendalami pengetahuan tentang 

anak yang berhadapan dengan hukum agar nantinya informasi 

tentang hal tersebut semakin detail dan program pelayanan yang 

diberikan kepada anak lebih maksimal sesuai dengan kebutuhannya. 

2. Pengembalian anak binaan ke keluarga sebaiknya juga diimbangi 

dengan pemberitahuan pemulangan anak binaan kepada RT di 
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tempat tinggal klien oleh pihak BPRSR Yogyakarta agar dapat 

tercapai dari tujuan rehabilitasi sosial dan melibatkan masyarakat 

dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum agar masyarakat 

ikut andil dalam bagian rehabilitasi sosial. 

3. Anggaran untuk perbaikan sarana prasarana harus ditambah dan 

segera diperbaiki agar fasilitas bagi anak berhadapan dengan hukum 

lebih memadai dan diberikan asrama pemisah antara saksi, korban 

dan pelaku. 
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